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PTHETAPAI'I iZI}.T OFERASIOHAL PENDIRIAI{ I'ADRA*HTSANAU}IIYA}ISIIYASTA {II[Ts. $}
},IA'ARIF NORAI,AAKE

DEHGAN RAHMAT TUHA}I YAI'IG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

. t,

fiEHTERI AGAHA REPUBUK INDOHESIA

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bennutu, perlu

memberikan kesempatan masyarakat meialui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tecantum di bawah ini telah memenuhi pei$yaratan

administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di
atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik lndonesia tentang
Pemberian lzin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta {MTs,S) Ma'arif
Noramaake..

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun ?008 tentang Guru;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 1010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Seko{ah Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekclah Men*ngah
Pertam#Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah AtaslMadrasah Aliyah;
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I. Peraturan Menteri Pendidikan Nasi*nal Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
*tandar Pelayanan Minimal Pendidikan di KabupatenlKota sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan lvlenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomsr 23 Tahun 1013

tenlang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasicnal Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di KabupatenlKota;

10. Peraturan Menteri Agama Nsmor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan

dan Standar lsi Pendidikan Agama lslam dan Bahasa Arab di Madrasah;

ll.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

Pengawas Pendidikan Agama lslam Pada Sekolah sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama lslam Pada Sekolah;

12.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun ?012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
lnstansi Vertikal Kementerian Agama;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
peraturan Men{eri Agama Nomor 90 fahun 2013 tentang Penyelenggaraail
Pendidikan Madrasah;
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14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah ya*g disel*nggarakan
oleh Masyarakat.

1, Nata Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan lslam Nomor: B-

62alKw .27 .2J 1 tPP .AA fi31 20 1 8 tangga 1 2 Maret 20 1 8;

2, Rekome*dasi dad Kepala Kantor Kementerian Agama Kata Tidorc Kepulauan Nomor:

B-329/1fi ,27.05141PP.0011 0120 1 6, tanggal 1 2 Oktober 201 0.

MEI'UTUSKAH

KEPUTUSAN ibIEIIIIERI ASAMA REPUBLIK IT{DOHESIA TENTAHG FEHETAPAH IZIT{

OPERASIONAL PEHI}IRIAIII I'iADAA$AH TSAI{AWYAH SI,1fASTA {MTs. S} N.IA,ARIF

HORAMAAKE,

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

Madrasah Tsa*auiyah Swasta (MTs. S) Ma'artf Noramaake setelail jangka waktu 4

iempatltahun, Kepala Madrasah Madrasah yang beruangkutan wajib:

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kapala Kanior
Kementeria* Agama Kota Tidare Kepulauan yang mernuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelakeanaan kurikulum, pelaksanaan

pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau.

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditmi sekolahlmadrasah kepada BAP-$IM

sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a

dinilai memenuhistandar pelayanan nninimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil

akreditasi sebagaimana dimaksu diktum kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,

maka izin operasionalsebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku.

Dalam hal perkernbangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a

dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan danlatau hasil

akreditasi sebagaima*a dimaksud diktum kedua huruf b tidak mendapat peringkat

minimal C, maka izin operasionalsebagaimana dimaksud daiam diktum k*satu dicabut,

Surai Keputusan ini mulai bedaku pada tanggal diteiapkan.

Ditetapkan di :Sofili
: 13 Maret 2018

RI

WLAYAH KEMENTERIAN AGAMA
UTARA,

Tembusan:

1. Yth, $ekjen Kementerian Agama Rl, JakaCia;

2. Yth, Inspektur Jendral Kementerian Agama Rl, Jakafia;

3, Yth, Dirj*n Pcndidikan lslam KemenBrian Agama Rl, Jakarta;

4. \'th, KPPN Ternate, Ternate;

5. Yth, Kepala Kantsr Ker**nie*an Agama Kots Tidore Kepulauan, Tidore;

6. Yth, Masi*g-masing pihak yang bersangkutan untuk dii*sanakan.



Lampiran:
KEPUTUSA}I }iIEilIERI AGAIIA REPUBUK IHDOHESIA
NOliOR
TEHTA}IO

: 64A TAHUT{ 2018
: PEI'IETAPAH Ell{ OPERASIOI{AL PEIIDIRAn| MADRASH TSAl.lAl,fiYAH $firASrA {ffiTs. S}

HA'ATIIF I{ORAHAATE.

IDEilIITAS }IAORASAH YAI{G DIBERIKAN trI}I OPERASIOHAL

1 Hama f$adraEah kladrasah Tsanawiyah Srr',asta (l[Is. S] lila'adf Horama*ke

2 ilomor Statistik Hadr*sah 12t2827200$9

3 Alamatffiadraseh

I ilama Organisaei Peayele*ggara Lan$agaa Fendidikr* *a sif ilU Prcvinsi Haluku Ut*ra

5
Akte Hataris Organisasi
Fenyelengg*ra

llo. !03, Ratna Komela Komar, SH

6
Pe*gesahan Ahte tiotaris
Organisasi Penyelerggara

H.11. HT. 1-03 05 1S92, Tanggal 19 Desember 1992

Ditetapkan di : Sofifi
: 13 Maret 2018

RI

WITAYAH X EMENIERIAN AGAMA
UTAR&

Jl.Trans Halmahera  Desa Aketobatu Kecamatan Oba TengahAketobatuJln. Trans Halmahera Desa Aketobatu Kecamatan Oba Tengah
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